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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penegakan hukum saat ini sering dianggap tidak relevan dan masih 

menghadapi berbagai tantangan yang memprihatinkan. Masalah utama terletak 

pada ketidakcocokan yang mencolok antara cita hukum yang diharapkan dan 

realitas yang ada. Interaksi yang tidak harmonis antara kedua aspek ini sering 

kali menjadi akar dari permasalahan yang ada dalam penegakan hukum. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Fuller bahwa tindakan tidak manusiawi atas dasar 

hukum itu tidak sah dan diperbolehkan. Jika hukum digunakan dengan niat yang 

tidak bermoral dan tidak manusiawi, maka ia bisa menjadi alat untuk menindas, 

menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil, atau bahkan memperburuk 

ketidakadilan dalam masyarakat.1 

Aborsi adalah topik perdebatan yang sangat kompleks, melibatkan isu 

moral, sosial, dan hukum, dengan berbagai pandangan yang saling 

bertentangan. Pendukung hak-hak moral berargumen bahwa hak hidup bayi 

harus dipertimbangkan setara dengan hak ibu. Sementara itu, kelompok yang 

fokus pada isu sosial berpendapat bahwa Perempuan harus memiliki hak untuk 

mengontrol tubuhnya termasuk keputusan terkait kehamilan. Di Indonesia 

 
1 Muhammad Rusyd, “Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme 

Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller,” Journal.Unusia,Vol.16 No.4 (April 

2021), hlm.4. 
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aborsi umumnya dilarang, tetapi ada beberapa pengecualian, seperti untuk 

menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kelainan janin yang mengancam 

jiwa. Aborsi sendiri memiliki pengertian yaitu jatuhnya atau rusaknya 

kandungan dari dalam rahim sebelum mampu untuk hidup sendiri (diluar rahim) 

atau sebelum minggu ke 22 atau sampai beratnya 500 gram atau lebih. Hal ini 

didukung dengan dokter Ali Al-Barr bahwa aborsi adalah keluarnya isi dari 

dalam rahim sebelum 22 minggu dari masa akhir haid seorang wanita atau 20 

minggu dari masa pertemuan sperma dan ovum.2 

Di beberapa negara, aborsi diizinkan sebagai hak korban untuk mengatasi 

trauma. Aborsi diperbolehkan jika nyawa ibu terancam, meskipun ada 

perdebatan mengenai aborsi dalam kasus pemerkosaan. Dalam perspektif hak 

asasi manusia, hak reproduksi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan 

melahirkan atau tidak, oleh karena itu korban pemerkosaan seharusnya 

memiliki hak untuk memilih aborsi. Namun, ada pandangan yang menyatakan 

bahwa janin hasil pemerkosaan juga memiliki hak untuk hidup, sehingga aborsi 

dianggap tidak dapat dibenarkan. Isu moral dan etika pun muncul dalam konteks 

ini. Dengan berbagai pendapat mengenai apakah janin memiliki hak hidup yang 

harus dihormati atau jika keputusan aborsi harus menjadi hak eksklusif korban 

tanpa paksaan dari pihak lain.3 

 
2 Yunan Putra, Aborsi Hasil Pemerkosaan (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm.68. 
3 Ahlam Nugraha dan Hamidah Wahyu Putri Nagari, “Keabsahan Aborsi Dari Korban 

Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM,” Jurnal Hukum Saraswati, 

Vol.05 No.02 (Januari 2023), hlm.3. 
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Dengan demikian, hak perempuan untuk aborsi demi kesehatan 

mencerminkan pengakuan akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan 

perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi. Berdasarkan data dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau 

(KemenPPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 

Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 103 korban perkosaan berakibat 

kehamilan yang melaporkan kasusnya secara langsung ke Komnas Perempuan 

sejak 2018 hingga 2024.4 

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa hampir seluruh korban 

tindak pidana pemerkosaan tidak mendapatkan akses aborsi yang aman. 

Padahal, ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik 

aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian 

menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi 

menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Kondisi ini menjadikan 

korban tindak pidana pemerkosaan semakin terpuruk, yang membuat korban 

mengalami trauma berat. Korban yang mengalami trauma dapat dilihat dari 

kasus seorang warga di Desa Pulau, Kecamatan Tembesi, Batang Hari, Jambi 

berinisial WA berumur 15 tahun melakukan aborsi kandungan yang berumur 6 

bulan ternyata WA merupakan korban pemerkosaan oleh abang kandungnya 

sendiri. Awal mula kejadian ketika ditemukan janin bayi dibungkus kain dalam 

 
4 Irwanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan 

Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan,” Unes Jornal Of Swara Justisia, Vol.7 No.4 (Januari 

2024), hlm.17. 
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kondisi mengenaskan di kebun kelapa sawit kemudian diketahui bahwa janin 

tersebut merupakan anak dari korban pemerkosaan yaitu WA. Pengadilan 

memvonis WA enam bulan penjara. Wa melakukan aborsi dibantu oleh ibu 

kandungnya, ibunya mengurut-urut perut WA hingga keguguran. Ini 

merupakan tindakan aborsi yang sangat tidak aman bagi korban berakibat fatal 

pada dirinya ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik 

dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru 

dilahirkannya.5 

Layanan aborsi yang aman bagi korban tindak pidana pemerkosaan 

diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi. 

Berdasarkan data sensus 2020, AKI di Indonesia masih berada pada angka 189 

per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target 70 per 100.000 kelahiran hidup 

yang ditetapkan dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2020 memperkirakan bahwa aborsi tidak 

aman berkontribusi sekitar 4,7% hingga 13,2% terhadap AKI, diperkirakan 

terdapat 2,4 juta kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia, dengan sekitar 

700.000 kasus terjadi pada remaja. Penelitian oleh Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia (Kemenkes) menunjukkan bahwa 4,1% AKI disebabkan 

oleh komplikasi keguguran, termasuk aborsi yang tidak aman. Pada tahun 2018, 

hanya 46% rumah sakit di Pulau Jawa yang memiliki dokter spesialis obstetri 

 
5 Yulia Medistiara, “Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan Di Jambi 

Dihukum Bui,” 2 agustus, 2018, diakses https://www.liputan6.com/regional/read/3607430/ alasan- 

jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui?page=2 pada 01 September 

2024, Pukul 14:40. 
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dan ginekologi serta layanan esensial yang memadai untuk perawatan 24 jam 

bagi pasien keguguran. Penelitian di Pulau Jawa pada tahun 2018 menemukan 

bahwa tingkat aborsi mencapai 42,5 per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di angka 39 per 1.000 

perempuan6   Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut : 

Gambar 1. Data Angka Kematian Ibu Akibat Aborsi 

 

Sumber : Komnas Perempuan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 

yang selanjutnya disingkat dengan UU kesehatan, yang memuat perlindungan  

 
6 Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi 

Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan”, 

diakses,https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas- 

perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no- 

28-tahun-2024-tentang-kesehatan pada 31 Agustus 2024, Pukul 15.00 wib. 
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terhadap korban pemerkosaan pasal 60 ayat: 

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang 

diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang 

hukum pidana. 

2. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan: 

a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi dan kewenangan; 

b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan oleh menteri; dan 

c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan 

dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. 

Sesuai dengan pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan 

aborsi dapat diabaikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi 

sejak usia kandungan sedini mungkin dan aturan ini diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 116, bahwa orang yang 

menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual boleh melakukan aborsi. 

Namun mengenai tindak aborsi yang dilakukan harus sesuai dengan Pasal 119 

bahwa pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi standar sumber daya kesehatan oleh 

menteri. Walaupun pada dasarnya aborsi dilarang dalam KUHP dan UU 

Kesehatan, Namun Pasal 429 Ayat (3) menyatakan bahwa tenaga medis atau 

tenaga kesehatan diperbolehkan untuk  melakukan aborsi karena indikasi 
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kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak 

pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi 

secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau 

kejahatan.7 

Sesuai Pasal 129 ayat (2) Huruf d bahwa Korban tindak pidana aborsi dapat 

melanjutkan kehamilannya apabila penghentian kehamilan yang dilakukan 

justru dapat membahayakan perempuan yang sedang mengandung, sehingga 

mempertahankan kehamilan menjadi pilihan yang lebih aman bagi 

keselamatan ibu dan janinnya. hal ini didukung dengan Pasal 123 yang berisi 

bahwa pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum 

dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, 

dan/atau tenaga lainnya. Dan Pasal 124 ayat (3) bahwa apabila ibu/keluarga 

tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan 

dan negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam konteks sosial dan moral, banyak korban yang merasa tidak sanggup 

atau tidak siap untuk melahirkan anak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan 

tersebut. Bagi korban, melahirkan anak dari pemerkosaan bisa memperburuk 

 
7 Fatahaya, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” Jurnal 

USM, Vol.4 No 2 (April 2021), hlm.21. 
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trauma, baik dari aspek sosial, mental, maupun emosional. Kondisi ini bisa 

membuat korban merasa bahwa ia tidak mampu memberikan kehidupan yang 

layak bagi anak tersebut, karena masalah psikologis yang diderita. Dalam 

banyak masyarakat, anak yang lahir dari pemerkosaan juga dapat mengalami 

stigma sosial.8 

Dengan demikian, permasalahan layanan aborsi di Indonesia memunculkan 

isu hukum dalam konteks perlindungan terhadap korban pemerkosaan, UU 

kesehatan mengatur hak reproduksi dan aborsi, namun muncul sejumlah isu 

hukum yang kompleks. Meskipun Pasal 60 ayat 1 menetapkan larangan umum 

terhadap aborsi, terdapat pengecualian yang diatur dalam hukum pidana, 

menciptakan ambiguitas yang dapat menyulitkan korban dalam mengakses 

layanan aborsi yang dibutuhkan. Ketentuan mengenai persetujuan aborsi dalam 

ayat 2, meskipun memberikan pengecualian untuk korban pemerkosaan, dapat 

menambah beban psikologis bagi korban yang sudah mengalami trauma berat. 

Selain itu, Pasal 429 ayat 3 yang memperbolehkan tenaga medis melakukan 

aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat pemerkosaan, 

meskipun memberikan perlindungan hukum, tetap memerlukan pemahaman 

yang mendalam mengenai prosedur yang berlaku. Aspek pendampingan dan 

konseling yang diatur dalam Pasal 123 juga menjadi perhatian, karena 

kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat 

menghambat implementasi yang efektif dari ketentuan tersebut. Stigma sosial 

 
8 Widowati, “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di 

Indonesia” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung,” Vol 4 No 1 (Juni 2021), hlm.8. 
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terhadap anak yang lahir dari pemerkosaan serta dampaknya terhadap 

kesehatan mental korban menambah lapisan kompleksitas dalam situasi ini. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai 

isu-isu hukum ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan 

yang lebih baik dalam perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia. 

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai bentuk masalah mengenai 

korban tindak pidana pemerkosaan, khususnya dalam konteks keputusan 

korban untuk melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan, 

diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi 

mereka. Korban pemerkosaan berada dalam posisi yang sangat rentan, baik 

secara fisik maupun psikologis, dan sering kali harus menghadapi dilema 

moral, sosial, serta hukum terkait pilihan mereka untuk melanjutkan atau 

mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai: “Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak 

Melakukan Pengguguran Kandungan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan pengguguran 

kandungan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan? 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran 

kandungan dihubungkan dengan pemenuhan layanan kesehatan 

reproduksi? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menginventarisasi dan menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan 

pengaturan hukum pidana terkait tindakan aborsi yang dilakukan oleh 

korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Menjelaskan dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi 

perempuan korban tindak pidana pemerkosaan yang memutuskan untuk 

melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan, dengan 

menghubungkannya pada pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan 

reproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara 

hubungan antara idealisme hukum dan praktik hukum dalam konteks 

penegakan hukum terkait aborsi. Hal ini membantu memperkaya 

literatur hukum tentang bagaimana ketidaksesuaian antara teori dan 

praktik mempengaruhi perlindungan hak-hak korban tindak pidana 

pemerkosaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya layanan kesehatan reproduksi yang aman dan adil, serta 
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memberikan edukasi tentang hak-hak perempuan, khususnya terkait 

dengan keputusan-keputusan reproduksi. 

3. Manfaat Sosial  

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengurangi stigma 

terhadap perempuan yang membutuhkan layanan aborsi, dengan 

mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan 

kebutuhan korban tindak pidana pemerkosaan. 

E. Ruang Lingkup  

Untuk mempermudah jalannya penelitian dan agar penelitian menjadi lebih 

fokus dan tidak terlalu luas, penulis menetapkan batasan ruang lingkup. Fokus 

dari penelitian ini adalah pada regulasi antara pengaturan yang berkaitan dengan 

pengaturan hukum pidana terkait tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban 

tindak pidana pemerkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Serta 

menganalisis upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana 

pemerkosaan yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan 

pengguguran kandungan, dengan menghubungkannya pada pemenuhan hak 

atas layanan kesehatan dan reproduksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

F. Kerangka teori 

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teori 
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yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Secara terminologi, kata kebijakan dalam kebijakan hukum pidana 

berasal dari kata policy yang berasal dari bahasa inggris atau politiek yang 

berasal dari bahasa belanda. Maka, istilah kebijakan hukum pidana juga 

dapat disebut dengan politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana 

juga sering disebut dengan istilah criminal law policy dan penal policy.9  

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan 

suatu ilmu atau seni yang memiliki tujuan praktis untuk suatu peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman kepada 

seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana 

memiliki tujuan utama untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang 

baik agar mencapai social walfare atau kesejahteraan sosial secara merata.10 

Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah sekadar teknik 

perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja 

namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, 

sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk 

kriminologi. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respons 

terhadap suatu kejahatan.11 

 
9 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum 

Di Indonesia (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm.48. 
10 Ibid, hlm.58. 
11 Ibid, hlm.60. 
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Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau penal policy 

merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:12 

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan 

hukum pidana. 

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan 

hukum pidana. 

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. 

Teori ini dapat diterapkan untuk menekankan pentingnya memberikan 

keadilan bagi korban. Dalam konteks pemerkosaan, hak korban untuk 

mendapatkan aborsi yang aman merupakan bagian dari keadilan sosial dan 

kesehatan. Teori ini dapat menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana 

harus menjamin hak tersebut agar korban tidak semakin terpinggirkan. Serta 

dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana hukum pidana 

tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi kejahatan tetapi juga untuk 

melindungi dan mendukung hak-hak korban pemerkosaan dalam konteks 

kesehatan reproduksi. 

 
12 Habibi Siregar, “Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan 

Hukum Pidana,” Jurnal Hukum & Hukum Islam), Vol.11 No.3 (Oktober 2024), hlm.4. 
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2. Teori Viktimologi 

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris victimology yang berasal 

dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang 

berarti studi/ilmu pengetahuan. Menurut J.E Sahetapy pengertian 

viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban 

dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan 

kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.13 

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi merupakan suatu ilmu 

yang mengkaji tentang viktimisasi perannya suatu problematika pribadi 

yang merupakan suatu fakta sosial. Pandangannya, korban wajib 

mendapatkan hak-haknya berupa: 14 

a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya 

kesanggupan memberi kompensasi si pembuat masalah dan taraf 

kontribusi korban pada kejahatan, secara delinkuensi serta 

penyimpangan tersebut. 

b. Hak menolak kompensasi untuk urgensi pembuat masalah (tidak 

mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya). 

c. Hak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban 

meninggal karena perbuatan tersebut. 

d. Hak mendapat pembinaan serta rehabilitasi. 

 
13 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hlm.8. 
14 Suwarna Putra, “Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia,” 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.2 (September 2023), hlm.307. 
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e. Hak mendapat kembali hak miliknya. 

f. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat 

korban jika melapor serta menjadi saksi. 

g. Hak mendapat pertolongan penasihat hukum. 

h. Hak mempergunakan upaya hukum. 

Teori Ini dapat diterapkan untuk menunjukkan pentingnya memahami 

dan melindungi hak-hak korban kejahatan, sehingga dapat mengidentifikasi 

kebutuhan serta dampak yang korban alami, serta mendorong perumusan 

kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi korban, 

khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan yang 

mengalami pemerkosaan. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Berdasarkan pernyataan Soetjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan 

hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, perlindungan hukum adalah 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi 

manusia kepadanya agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh 

hukum.15 

Terdapat 5 hal yang mempengaruhi proses perlindungan penegakan 

hukum yaitu : 16 

a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku 

umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. 

 
15 Andi asari, Ilmu Hukum (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm.10. 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Rajawali Press, 2005), hlm.8. 
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b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam 

penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang 

memadai. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan 

diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang 

berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Lalu, perlindungan hukum merupakan suatu konsep untuk negara 

hukum yang terdiri atas perlindungan hukum bersifat represif. Perlindungan 

ini bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM). Teori ini dapat diterapkan untuk menekankan pentingnya 

menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan reproduksi 

dan akan mengeksplorasi bagaimana hukum pidana harus melindungi hak 

korban pemerkosaan untuk mendapatkan akses ke layanan aborsi yang 

aman, sebagai bagian dari perlindungan kesehatan reproduksi korban. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan 

menganalisasi. Penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban 
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atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengoptimalkan suatu pemecahan 

atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.17 

Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan 

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.18 

 Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan 

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah. Penulis terkemuka soerjono soekanto berpendapat bahwa penelitian 

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di 

samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- 

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.19 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis dan 

memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis 

 
17 Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3. 
18 Aris Santoso, Pengantar metode Penelitian Hukum (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 

hlm.43. 
19 Ibid, hlm.72. 
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bahan-bahan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fokus penelitian yang 

dibahas. Alasan penulis untuk menggunakan tipe penelitian ini karena 

dengan menggunakan hukum normatif penulis dapat mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum bagi 

perempuan korban tindak pidana pemerkosaan. khususnya yang berkaitan 

dengan tindakan aborsi dan hak dan hak atas layanan kesehatan reproduksi. 

2. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dengan memeriksa dan 

berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan 

pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang 

digunakan.20 Dalam penelitian ini, maka akan melakukan pendekatan 

dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU kesehatan, 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum 

Untuk menunjang hasil penelitian yang konkret dan tidak menyimpang, 

diperlukan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Adapun  

 

 

 
20 Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm.10. 
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bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan yang paling utama dan bahan 

hukum yang mempunyai otoritas atau autoritatif. Maka, bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan  

pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan : 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang 

Hukum Pidana. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana. 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 

atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 
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yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan Doktrin 

atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak 

tertulis.21 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Peneliti mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari berbagai 

literatur hukum seperti undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, buku, serta 

dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan perlindungan korban 

tindak pidana pemerkosaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk 

mendapatkan landasan teoritis dan memahami aturan hukum yang berlaku 

terkait isu-isu perlindungan korban kekerasan seksual dan layanan 

kesehatan reproduksi. 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Syafrizal Helmi mengungkapkan bahwa tujuan dari analisis data adalah 

untuk mengatur data dalam suatu cara yang bermakna agar dapat dipahami 

dengan baik. Dalam konteks penelitian skripsi ini, data prime yang telah 

terkumpul dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode analisis deskriptif kualitatif ini melibatkan pengumpulan data dari 

penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, yang kemudian disusun 

secara teratur dan sistematis. Selanjutnya, data tersebut diuraikan atau 

dijabarkan secara rinci untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang 

 
21 Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris 

(Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.173. 
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masalah yang sedang dibahas. Metode ini membantu dalam memahami 

serta menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan baik.22 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam Penarikan kesimpulan penalaran ini menggunakan penalaran 

deduktif. Pada metode penalaran ini diperlukan cara berpikir yang awalnya 

bersifat  umum  lalu kesimpulannya bersifat khusus. Kesimpulan tersebut 

adalah hasil dari analisis  fakta-fakta yang telah dilakukan dengan 

menggunakan kerangka-kerangka pemikiran yang sedemikian rupa.

 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm.13. 
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